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Abstrak 

 
Akuntabilitas Kebijakan Hunian tetap (Huntap) Korban Erupsi Merapi 2010 di  

Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman merupakan kebijakan  relokasi bagi 

warga yang tinggal dikawasan KRB III yang sudah tidak boleh lagi difungsikan 

sebagai tempat tinggal karena tidak aman dari ancaman bencana gunung berapi. 

Selain unit rumah, kebijakan Huntap juga dibangunkan fasilitas umum dan 

fasilitas sosial sebagai pendukung kehidupan di Huntap. Setelah berjalanya waktu 

pasca dibangunya Huntap, ternyata perkembangan kehidupan di Huntap kurang 

sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini terlihat dari tingkat hunian rumah yang 

tidak semua terisi, perkembangan kehidupan sosial, ekonomi dan politik yang 

tidak berkembang. Berdasar latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki tujuan 

untuk (1) Mendeskripsikan akuntabilitas kebijakan hunian tetap (Huntap) secara 

umum. (2) Mendeskripsikan akuntabilitas kebijakan Huntap berdasarkan 

tingkatan akuntabilitas teknis, strategis dan politis korban erupsi Merapi 2010 di 

Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman. (3) Mengidentifikasi faktor yang 

mempengaruhi akuntabilitas kebijakan Huntap. Penelitian ini menggunakan 

penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan 

dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian 

mengungkapkan bahwa Secara umum Akuntabilitas Kebijakan Hunian Tetap 

(Huntap) Korban Erupsi Merapi 2010 di Kecamatan Cangkringan Kabupaten 

Sleman sudah baik/akuntabel. Hal ini dikarenakan 2 (dua) dari 3 (tiga) tingkatan 

akuntabilitas yang dijadikan indikator dalam pembahasan menunjukan hasil 

baik/akuntabel. Adalah akauntabilitas teknis merupakan tingkatan yang paling 

akuntabel dimana seluruh indikator dari akuntabilitas teknis dari perencanaan, 

pembangunan, penempatan, dan pelaporan dapat dilakukan dengan baik. 

akuntabilitas strategis juga menunjukan hasil baik/akuntabel, sementara 

akuntabilitas politik yang menunjukan belum baik/belum akuntabel. Faktor yang 

mempengaruhi akuntabilitas kebijakan yang dominan adalah faktor 

kepemimpinan dan faktor pemahaman masyarakat. Kepada pemerintah untuk 

menjadi masukan dalam pengembilan kebijakan kebencanaan untuk 

meminimalisasi dampak sosial, ekonomi dan politik. 

 

Keywords: Akuntabilitas , Huntap, Relokasi, faktor yang mempengaruhi 

 

  



 

ix 

 

ABSTRACT 

 
Accountability of Huntap Policy for 2010 Merapi Eruption Victims in Cangkringan 

Subdistrict, Sleman Regency is a relocation activity for residents living in the KRB III area 
that is no longer functioning as a place because it is not safe from the threat of volcanic 

disasters. In addition to housing units, Huntap's policies also built public facilities and social 
facilities to support life in Huntap. After walking after the construction of Huntap, it turned 

out that the development of life in Huntap was not as expected. This can be seen from some of 
the Huntap units that are not inhabited and some are rented out to others. Based on this 

background, this study aims to (1) Describe the accountability of general shelter policies. (2) 
Describe the accountability of Huntap policies based on levels of accountability; technical, 

strategic and political victims of the 2010 Merapi eruption in Cangkringan District, Sleman 
Regency. (3) looking at the factors that influence the accountability of Huntap policies. This 

study uses qualitative research with a case study approach. Data collection is done by 

interview, observation, and documentation. The results of the study revealed that in general 

the Accountability of Permanent Residential (Huntap) Policy for 2010 Merapi Eruption 
Victims in Cangkringan Sub-District, Sleman Regency was accountable. This is because of 2 

(two) of the 3 (three) levels of accountability used as indicators in the discussion show 
accountable results. Technical accountability is the most accountable level where all 

indicators of technical accountability from planning, development, monitoring, and reporting 
can be accountable. Strategic accountability also shows accountable results, while political 

accountability alone shows that it is not accountable. While the factors that influence the 
dominant policy accountability are leadership factors and public understanding factors. 
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